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Kepada Yth

Bapak Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si
Di

Tempat

Hal: Kesediaan Menjadi Nara Sumber

Dengan hormat

Dalam rangka pembekalan Diaken dan Penatua Terpilih masa
Bhakti 2022-2027 perlu diberikan pemahaman dan pembekalan
tentang pentingnya Akuntabilitas kinerja organisasi non Profit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami dari Panitia pemilihan
Calon Diaken dan Penatua Jemaat GPIB Betesda Johar Baru
Jakarta Pusat meminta kesediaan Bapak menjadi nara sumber
dalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan
secara daring/luring pada hari Sabtu 19 November 2022, dengan
topik  PENTINGNYA  AKUNTABILITAS KINERJA
ORGANISASI. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan
bapak kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Panitia Pemilihan Diaken & Penatua

Ketua 111 Pengurus Harian



PENTINGNYA AKUNTABILITAS
KINERJA PADA ORGANISASI PUBLIK

Dilaksanakan Pada Pembekalan Calon Diaken
dan Penatua GPIB Bethesda

Jakarta, 19 November 2022

Disampaikan Oleh

Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si
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Pengertian Organisasi Sektor Publik

* Organisasi sektor publik adalah organisasi yang
berorientasi pada kepentingan publik. Karena
orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi
ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan
akhirnya.

Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen
seperti Plan, Do, Check and Monev tetap berjalan
seperti pada setiap organisasi umumnya.

Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya maka
diperlukan akuntabilitas publik sebagai syarat untuk
dikatakan organisasi dikelola secara akuntabel
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Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Non Profit Oriented

Dimiliki secara bersama

Penggunaan dana dikelola secara mandiri
Memiliki struktur organisasi hirarkis dan vertikal

Memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama atau
anggota



Lahirnya Organisasi Sektor Publik

 |stilah organisasi berasal dari bahas Yunani “orga”
vang berarti “alat”. Dalam pengertian umum
organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah
sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja
sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

e Sektor publik dipahami sebagai sesuatu vyang
berhubungan dengan kepentingan umum dan
penyediaan barang atau jasa kepada publik yang
dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain
vang diatur dengan hukum.




 Jadi, Organisasi se

perorientasi pada

ctor publik adalah organisasi yang

perorientasi pada kepentingan publik tidak

aba sebagai tujuan akhirnya.

 Contoh sector public adalah bidang kesehatan,
pendidikan, keamanan, dan transportasi.

Oleh karena area

sector public sanngat luas, maka

dalam penyelenggaraanya sering diserahkan ke
pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya
dengan sejumlah regulasi.
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. Tujuan =2 mensejahterakan publik

. Aktivitas = pelayanan hajat hidup orang banyak
. Sumber pembiayaan > APBN/APBD

. Pola pertanggung jawaban -> DPR/DPRD

. Kultur organisasi =2 birokratis formal dan

berjenjang

. Penyusunan Angagran -2 tri patriat kelembagaan
. Stakeholder = Publik dan Bank Dunia



Pengertian Manajemen Publik

* Manajemen publik menurut Overman dalam Keban
(2004 : 85) menyebutkan bahwa Manajemen publik
bukanlah scientific management, meskipun sangat
dipengaruhi scientific management.

e Manajemen publik bukan policy analysis atau
administrasi publik, menekanKan antara orientasi
rational in strumental pada satu pihak, dan orientasi
politik kebijakan dipihak lain.

* Public management adalah suatu studi interdisipliner
dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan
antara fungsi manajemen seperti planning, organizing,
dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik
dan informasi disisi lain.



 Berdasarkaan pendapat Overman tersebut, Hyde
dan Shafritz (1991:xi), mengemukakan bahwa
"manajemen  publik dan  kebijakan  publik
merupakan dua bidang administrasi publik yang
tumpang tindih”.

 Untuk membedakan keduanya secara jelas maka
dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik
merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara
manajemen publik mempresentasikan sistem
jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia.

* Dengan kata lain, manajemen publik merupakan
proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai
perintah kebijakan publik.



Akuntabilitas Publik

e Sedangkan menurut Mahmudi (2007) vaitu
“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen
(Pemerintah) untuk mengelola sumber daya,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan
sumberdaya publik kepada pihak pemberi mandat
dalam hal ini DPR/DPRD.



Akuntabilitas akan selalu menyatu dengan kegiatan
manajemen dan akuntansi. Akuntabilitas publik adalah salah
satu akuntabilitas yang dibuat di ruang publik, baik untuk
perusahaan atau pemerintah.

Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban individu ataupun
organisasi untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan,
dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan
aktivitas yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Salah
satunya akuntabilitas keuangan.

Untuk ruang lingkup perusahaan, akuntabilitas dibuat oleh
pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan tertentu.
Sedangkan untuk skala pemerintahan, akuntabilitas dibuat
oleh eksekutif, baik itu di tingkat daerah ataupun negara.

Akuntabilitas publik ini dibuat dalam periode khusus.
Informasi yang ada di dalamnya disebarluaskan kepada pihak
yang memberikan kepercayaan atau pada pihak yang terkena
dampak dari diterapkannya kebijakan perusahaan



Contohnya, ketua RT atau karang taruna ingin
menyelenggarakan kegiatan 17 Agustus dengan
memberikan hadiah yang sumber dananya berasal dari
iuran warga. Dalam akhir kegiatan, panitia harus
membuat l[aporan pertanggungjawaban kegiatan.

Di dalamnya harus  tercantum pemasukan,
pengeluaran, detail sumber alokasi dana, persiapan,
sisa dana, sampai proses berjalannya kegiatan tersebut.

Laporan akuntabilitas tersebut akan ditampilkan pada
papan informasi, sehingga semua warga yang ada di RT
tersebut bisa mendapatkan informasi dan memantau
transparansi penggunaan dana iurannya.

Sama seperti ruang lingkup organisasi mereka yang
diberikan kepercayaan, pada akhir masa jabatannya
harus membuat laporan  akuntabilitas  untuk

mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah
dilakukan.



Fungsi Akuntabilitas Publik

1. Sebagai Alat Kontrol Berjalanya Demokrasi

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, dalam proses
pelaksanaanya, semua rakyat memiliki hak yang sama mencalonkan diri
menjadi pejabat eksekutif atau legislatif.

Selanjutnya, calon tersebut akan dipilih oleh rakyat dan akan bekerja
dengan cara menetapkan kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Namun harus bisa mempertanggungjawabkan semua kebijakannya kepada
rakyat.

Asas demokrasi bisa juga ditemukan organisasi, pemimpin atau ketua akan
mempertanggungjawabkan berbagai program kerjanya pada anggota.
Akuntabilitas publik sangat penting dan sangat prinsipil sebagai media
kontrol bagi pemegang kepercayaan, masyarakat kepada pemimpinnya
melalui akuntabilitas yang sudah dibuat.

Akuntabilitas juga dijadikan indikator untuk menentukan keberhasilan
kepemimpinan yang sudah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dewan
pengawas atau berbagai pihak yang berkepentingan bisa melakukan
evaluasi atas performa yang sudah dilakukan



2. Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Wewenang/Tindakan Korupsi

Robert Klitgaard “Kewenangan dan kekuasaan cenderung mengarah pada
tindakan korupsi karena dorongan dalam dirinya sendiri untuk memperoleh
kekayaan secara instan juga adanya cacat sistem yang bisa dimanfaatkan
olehnya.

Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga dalam
ruang lingkup bisnis atau organisasi.

Karena sulitnya mengendalikan diri untuk tidak melakukan korupsi, maka
pencegahan yang realistis pun dilakukan dengan cara membuat sistem yang
jelas, dan juga wajib membuat akuntabilitas untuk pihak yang memiliki
wewenang.

Sebagian besar terungkapnya kegiatan korupsi setelah dilakukan audit
keuangan. BPK bisa melakukan analisa dan kontrol terkait ada atau tidaknya
tindakan korupsi melalui audit LKP.

Tanpa akuntabilitas publik, deteksi kegiatan korupsi menjadi sangat sulit.
Pihak yang memiliki wewenang bisa merasa bebas karena dirinya merasa
tidak diawasi dan tidak harus melakukan pertanggungjawaban.

Kehadiran akuntabilitas publik tidak hanya bersifat represif, tapi juga
preventif. Setiap pemilik wewenang akan berpikir ulang melakukan korupsi,
karena dirinya harus membuat akuntabilitas publik yang transparan



3. Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas

Suatu proses yang dilakukan secara efisien akan memberikan banyak keuntungan
Contohnya, semakin cepat proses yang dilakukan untuk membuat 1000 unit
produk, maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

Suatu sistem yang efisien tidak bisa diciptakan secara instan, diperlukan proses
yang bertahap dan evaluasi secara berkelanjutan. Inilah peran penting dari
akuntabilitas publik.

Kehadiran akuntabilitas bisa dimanfaatkan oleh pemilik kepentingan untuk
mengetahui bagian mana saja yang belum bergerak secara efisien, masalahnya, dan
bagaimana fokus dalam memecahkan masalah yang harus dicari.

Tanpa mengetahui bagian yang belum efisien, maka pengembagan dan perbaikan
sistem akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk dilakukan.

Seiring berjalannya waktu, pihak pemerintah pun terus berusaha untuk
mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai terobosan dan inovasi
dilakukan oleh perusahaan agar bisa melayani masyarakat dengan waktu yang
cepat.

Selain efisiensi, akuntabilitas pun bisa menciptakan efektivitas.

Perusahaan yang mampu memberikan performa yang baik pada para stakeholder,
melalui berbagai proses secara efektif

Selain itu, perusahaan juga harus mengetahui kebutuhan dari setiap
stakeholdernya, sehingga bisa mengambil kebijakan yang mampu mencakup
berbagai kepentingan.

Proses akuntabilitas publik sangat penting untuk memahami kedudukan dan
kebutuhan dari stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan.



Pengertian Akuntabilitas

 Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni
“accountability” yang berarti pertanggungjawaban.
Akuntabilitas memiliki makna keadaan untuk
dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk
diminta pertanggungjawaban.

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab
dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan
dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi,
kepada pihak vyang berwenang menerima
keterangan atau pertanggungjawaban tersebut



Menurut Miriam Budiardjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang
diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan
melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga
mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling
mengawasi.

Menurut Mohammad Mahsun, akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan
secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang
amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.

Secara sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban vyang
mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab.

Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,
melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi untuk
memenuhi tanggung jawab vyang menjadi amanahnya, yakni menjamin
terwujudnya nilai-nilai publik



Perbedaan Akuntabilitas dengan
Responsibility

* Dalam bahasa Inggris, responsibility berarti
tanggung jawab. Lalu, mengapa
pertanggungjawaban ini disebut sebagai
akuntabilitas bukan responsibility?

 Hal tersebut karena akuntabilitas artinya adalah
kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

 Sementara responsibility atau responsibilitas adalah
kewajiban untuk bertanggung jawab.



Aspek-Aspek Akuntabilitas

* Dalam prinsip akuntabilitas ada lima aspek penting
1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

4. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Penjelasan masing-masing akuntabilitas:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, adalah hubungan dua
pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan
masyarakat. Pemberi kewenangan akan bertanggung jawab
memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau
kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk
memenuhi semua kewajibannya. Dalam prinsip akuntabilitas,
hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab
antara kedua belah pihak



2. Accountability is results oriented

Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas
mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang
bertanggung jawab, adil, dan inovatif.

Setiap individu/kelompok dalam institusi dituntut untuk
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi
yang maksimal

3. Accountability requires reporting

Laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja sebagai
perwujudan dari prinsip akuntabilitas.

Adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan
tindakan dan hasil yang telah dicapai dalam suatu institusi,
serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang
telah dilakukannya.

Dalam birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu akan
berwujud laporan berdasarkan kontrak kerja, sementara
dalam institusi wujud laporannya disebut dengan LAKIP



4. Accountability is meaningless without consequences
e Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban

akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung
jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi.

Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni
penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok
dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Accountability improves performance

Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah
memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu
instansi.

Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif
(proactive accountability), sehingga akuntabilitas dimaknai
sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan
untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu
institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang
terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya



Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas
bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses
kinerja individu atau kelompok dalam suatu
institusi, yakni:

Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran
demokrasi)

Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan
wewenang (peran konstitusional)

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran
belajar)



Tingkatan dalam Akuntabilitas

/ AKUNTABILITAS KELOMPOK

/ AKUNTABILITAS INDIVIDU

4

AKUNTABILITAS PERSONAL

TINGKAT AKUNTABILITAS

Berdasarkan gambar
tersebut, dapat dilihat
bahwa akuntabilitas
memiliki 5 tingkatan yang
berbeda yakni adanya
akuntabilitas personal,
akuntabilitas individu,
akuntabilitas kelompok,
akuntabilitas organisasi,
dan akuntabilitas
stakeholder.



1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)

 Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang,
misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Pribadi
yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah yang menjadikan
dirinya sebagal bagian dari solusi dan bukan masalah.

2. Akuntabilitas Individu

 Mengacu pada hubungan antara individu (yang diberikan
tanggung Jawab) dengan lingkungan kerjanya. Misalnya,
hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan.
Bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan
sumber daya yang memadal, serta menghllangkan hambatan
kerja, sementara PNS selaku individu yang diberi tanggung
Jjawab harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

3. Akuntabilitas Kelompok

* Dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok, akuntabilitas
tingkat ini, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama
antara berbagai kelompok lain dalam institusi tersebut,
memainkan peranan yang penting guna mencapal Kkinerja
organisasi yang diharapkan.




4. Akuntabilitas Organisasi

 Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi, mengacu
pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik

aporan vang dilakukan oleh individu maupun

Kinerja organisasi kepada masyarakat umum

alnnya.

5. Akuntabilitas Stakeholder

e Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna
layanan, dan pembayar pajak yang memberikan
masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.
Jadi, dalam tingkatan akuntabilitas stakeholder ini
adalah tanggung jawab organisasi pemerintah
untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil,
responsif, serta bermartabat




* Prinsip akuntabilitas, harus memuat beberapa dimensi berikut ini:
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality)

* Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan
yang telah diterapkan sebelumnya.

2. Akuntabilitas proses (Process accountability)

* Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
pelaksanaan tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi.

* Hal tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh
organisasi sektor umum, sehingga dimensi ini dapat memberikan pelayanan publik
yang cepat, responsif, dan murah.

* Setelah itu ada pula pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas supaya
menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Akuntabilitas program (program accountability)

* Dalam dimensi akuntabilitas ini, memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang
ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak; serta apakah ada alternatif program
lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak.

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

* Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan
yang diambil kepada masyarakat luas.



Mekanisme Akuntabilitas di Indonesia

Proses akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya
alat akuntabilitas. Di negara Indonesia, alat
akuntabilitas ada beberapa, yakni:

Strategic Plans berupa RPJP, RPJM, RKP, dan lain-lain.

Kontrak kinerja berisi kesepakatan antara pegawai
dengan atasan langsung.

| aporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja
nstansi Pemerintah, berisi perencanaan dan perjanjian
Kinerja pada tahun tertentu, dengan pengukuran dan
analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas
keuangan.




Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas sendiri yang
berbeda dengan organisasi lain. Contoh mekanisme
akuntabilitas dalam sebuah organisasi atau institusi adalah:
sistem penilaian kerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi,
sistem pengawasan (dengan adanya CCTV, fingerprints, atau
software yang berguna mengawasi kinerja pegawai)

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mengandalkan prinsip
akuntabilitas, beberapa aspek harus diperhatikan yakni:

1. kepemimpinan
transparansi
integritas
tanggung jawab
keadilan
kepercayaan
keseimbangan
kejelasan
Konsistensi
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Akuntabilitas Dalam Sektor Publik

* Selama masa Pandemi Covid-19 Pemerintah mengambil

kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada
masyarakat yang terdampak. Namun terdapat kasus
penyelewengan dana bantuan sosial oleh pejabat publik
menimbulkan akuntabilitas penggunaan dana menanggulangi
pandemi (Shahib et al., 2022)

Akuntabilitas penting untuk menjamin keberlangsungan
pemerintahan yang responsive, partisipatif, dan profesional
dalam melaksanakan fungsinya (Khotami, 2017).

 Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas mendorong

berbagai negara melakukan reformasi pemerintahannya agar
lebih efisien dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat



 Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas
aktivitas kepada pihak vyang berkepentingan yang
menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas
terkait penyajian, pelaporan kegiatan kepada prinsipal.

 Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan prinsip
tata kelola pemerintahan. Nilai dan prinsip tata kelola
vang baik tercermin dari hubungan antara otoritas
publik dalam menyediakan pelayanan public (Aziz et al.,
2015)

* Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang
berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan
melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada
atasan vyang memegang kekuasaan. Sedangkan
akuntabilitas eksternal mengacu pada akuntabilitas
tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada
pihak di luar organisasi.
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